
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.895, 2022 OMBUDSMAN. Manajemen Risiko.  

 
 

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 54 TAHUN 2022 

TENTANG 

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Ombudsman Republik Indonesia, diperlukan upaya yang 

sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

  b.  bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diterapkan 

secara terintegrasi di lingkungan Ombudsman Republik 

Indonesia; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Ombudsman tentang Manajemen Risiko di 

Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 247); 

4. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 644); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO 

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 

1.  Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa 

yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran 

organisasi. 

2. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur 

yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan 

mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima. 

3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, 

prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat 

sistematis atas aktivitas penetapan konteks, penilaian 

Risiko, penanganan Risiko, pemantauan, serta informasi 

dan komunikasi. 
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4. Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab 

melakukan Manajemen Risiko pada lingkup kerjanya. 

5. Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk oleh 

Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab Risiko 

kegiatan. 

6. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara 

serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

7. Perwakilan Ombudsman yang selanjutnya disebut 

Perwakilan adalah kantor Ombudsman di provinsi atau 

kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis 

dengan Ombudsman. 

 

BAB II 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

 

Bagian Kesatu 

Wujud Penerapan Manajemen Risiko 

 

Pasal 2 

(1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Ombudsman dan setiap 

pegawai di lingkungan Ombudsman wajib menerapkan 

Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

untuk mencapai sasaran. 

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diwujudkan melalui: 

a. pengembangan budaya sadar Risiko; 

b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; 
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c. pembentukan sistem informasi Manajemen Risiko; 

dan 

d. penyusunan anggaran Manajemen Risiko. 

 

Bagian Kedua 

Budaya Sadar Risiko 

 

Pasal 3 

(1) Budaya sadar Risiko dikembangkan sesuai dengan nilai-

nilai Ombudsman dalam pelaksanaan kegiatan untuk 

mencapai sasaran di lingkungan Ombudsman. 

(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian 

setiap proses pengambilan keputusan di seluruh 

tingkatan organisasi. 

(3) Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. komitmen Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan 

Sekretaris Jenderal untuk mempertimbangkan 

Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; 

b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh 

jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen 

Risiko; 

c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola 

Risiko dengan baik; dan 

d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses 

organisasi. 

 

Bagian Ketiga 

Struktur Manajemen Risiko 

 

Pasal 4 

(1) Struktur Manajemen Risiko dibentuk secara sinergi antar 

personel pada setiap tingkatan yang memberikan 

perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko. 
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(2) Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep 3 (tiga) lini 

yang terdiri atas: 

a. lini pertama; 

b. lini kedua; dan 

c. lini ketiga.  

 

Pasal 5 

(1) Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf a dilaksanakan oleh: 

a. Pemilik Risiko; dan 

b. Pengelola Risiko.  

(2) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf b dilaksanakan oleh komite Manajemen Risiko. 

(3) Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat. 

 

Pasal 6 

(1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) huruf a terdiri atas: 

a. Ketua Ombudsman untuk tingkat Ombudsman; 

b. Sekretaris Jenderal Ombudsman untuk tingkat 

eselon I; 

c. Kepala Keasistenan Utama untuk tingkat 

keasistenan utama; 

d. Kepala Biro dan Inspektur untuk tingkat eselon II 

Ombudsman; dan 

e. Kepala Perwakilan untuk tingkat Perwakilan. 

(2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab: 

a. memastikan penerapan Proses Manajeman Risiko 

telah berjalan; 

b. menentukan tingkat selera Risiko yang tepat; 

c. mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam 

pencapaian kinerja dengan menetapkan dan 

mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak 

pengendalian; dan 
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d. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan 

penyelenggaraan Manajemen Risiko yang disusun 

oleh setiap Pengelola Risiko kepada komite 

Manajemen Risiko dengan tembusan kepada 

Inspektorat. 

 

Pasal 7 

(1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. Pengelola Risiko tingkat Ombudsman; 

b. Pengelola Risiko tingkat eselon I; 

c. Pengelola Risiko tingkat keasistenan utama; 

d. Pengelola Risiko tingkat eselon II; dan 

e. Pengelola Risiko tingkat Perwakilan. 

(2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab: 

a. memfasilitasi dan mengadministrasikan 

pelaksanaan Proses Manajemen Risiko; 

b. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa 

Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam 

laporan peristiwa Risiko; dan 

c. menyusun laporan triwulan dan tahunan 

penyelenggaraan Manajemen Risiko dan 

menyampaikannya kepada Pemilik Risiko.    

 

Pasal 8 

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:  

a. komite eksekutif; 

b. komite pelaksana; dan  

c. sekretariat komite. 

(2) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. Ketua Ombudsman selaku ketua komite eksekutif; 

b. Wakil Ketua Ombudsman selaku wakil ketua komite 

eksekutif; dan 
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c. Anggota Ombudsman selaku anggota komite 

eksekutif. 

(3) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertanggung jawab: 

a. memberikan persetujuan terhadap kebijakan 

penerapan Manajemen Risiko yang terdiri atas:   

1. kategori Risiko; 

2. kriteria Risiko; 

3. matriks analisis Risiko; 

4. level Risiko; dan  

5. selera Risiko. 

b. menyetujui dan menandatangani laporan triwulan 

pemantauan penyelenggaraan Manajemen Risiko 

dan laporan tahunan efektivitas penyelenggaraan 

Manajemen Risiko. 

 

Pasal 9 

(1) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. Sekretaris Jenderal selaku ketua komite pelaksana; 

b. Inspektur selaku wakil ketua komite pelaksana; 

c. Kepala Keasistenan Utama yang membidangi fungsi 

manajemen mutu sebagai sekretaris komite 

pelaksana; dan 

d. Kepala Biro, Kepala Keasistenan Utama, dan Kepala 

Perwakilan selaku anggota komite pelaksana. 

(2) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab: 

a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak 

pengendalian; 

b. memantau pelaksanaan rencana tindak 

pengendalian;  

c. memantau tindak lanjut hasil reviu Manajemen 

Risiko; 

d. memberikan usulan/rekomendasi perbaikan 

pelaksanaan Manajemen Risiko; 
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e. menyampaikan laporan triwulan pemantauan 

penyelenggaraan Manajemen Risiko dan laporan 

tahunan efektivitas penyelenggaraan Manajemen 

Risiko kepada komite eksekutif;  

f. menyusun kebijakan penerapan Manajemen Risiko, 

antara lain kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks 

analisis Risiko, level Risiko, dan selera Risiko; dan 

g. mereviu usulan Risiko baru dari Pengelola Risiko. 

 

Pasal 10 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, komite eksekutif dan 

komite pelaksana dibantu oleh sekretariat komite. 

(2) Sekretariat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berada di unit kerja yang membidangi fungsi pemantauan 

serta evaluasi kinerja. 

(3) Sekretariat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertanggung jawab: 

a. menyusun konsep kebijakan penerapan Manajemen 

Risiko, antara lain kategori Risiko, kriteria Risiko, 

matriks analisis Risiko, level Risiko, dan selera 

Risiko; 

b. menyusun laporan triwulan pemantauan 

penyelenggaraan Manajemen Risiko dan laporan 

tahunan efektivitas penyelenggaraan Manajemen 

Risiko; dan 

c. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan 

Proses Manajemen Risiko. 

 

Pasal 11 

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

bertanggung jawab: 

a. reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen 

Risiko pada seluruh Pemilik Risiko; 

b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan 

Manajemen Risiko di seluruh tingkat Pemilik Risiko 

berdasarkan ketentuan Proses Manajemen Risiko di 

lingkungan Ombudsman; dan 



2022, No.895 
-9- 

c. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi 

secara tepat. 

 

Bagian Keempat 

Sistem Informasi Manajemen Risiko 

 

Pasal 12 

(1) Sistem informasi Manajemen Risiko dibentuk secara 

terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk 

membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, komite 

Manajemen Risiko, dan Inspektorat dalam Proses 

Manajemen Risiko. 

(2) Sistem informasi   Manajemen    Risiko    sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh komite Manajemen 

Risiko. 

 

Pasal 13 

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk: 

a. membangun budaya sadar Risiko; 

b. menjaga konsistensi penerapan Manajemen Risiko; 

c. menjaga kualitas data terkait Risiko; dan 

d. mempercepat proses pelaporan. 

 

Bagian Kelima 

Anggaran Manajemen Risiko 

 

Pasal 14 

(1) Anggaran Manajemen Risiko disusun untuk penerapan 

Manajemen Risiko yang efektif. 

(2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan 

oleh Pemilik Risiko. 

(3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan: 

a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis 

Risiko; 
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b. penyusunan dan implementasi rencana 

pengendalian; 

c. administrasi pemantauan atas Proses Manajemen 

Risiko dan implementasi rencana pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; 

e. koordinasi dan konsultasi; 

f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi Manajemen Risiko, dan 

g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas 

Manajemen Risiko. 

 

BAB III 

PROSES MANAJEMEN RISIKO 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 15 

(1) Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus 

berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 

1 (satu) tahun. 

(2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas tahapan sebagai berikut: 

a. penetapan konteks; 

b. penilaian Risiko;  

c. penanganan Risiko; 

d. pemantauan; dan 

e. informasi dan komunikasi. 

 

Bagian Kedua 

Penetapan Konteks 

 

Pasal 16 

(1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (3) huruf a dilakukan untuk menentukan 

parameter internal dan eksternal dalam mengelola Risiko 

serta menentukan ruang lingkup kriteria Risiko. 
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(2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dalam Peraturan Ombudsman ini.  

 

Bagian Ketiga 

Penilaian Risiko 

 

Pasal 17 

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (3) huruf b terdiri atas: 

a. identifikasi Risiko; 

b. analisis Risiko; dan  

c. evaluasi Risiko. 

(2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

menguraikan seluruh hal yang berpotensi Risiko baik 

yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. 

(3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan dengan: 

a. menetapkan level Risiko; 

b. memilah Risiko berdasarkan level; dan 

c. menyusun peta Risiko. 

(4) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dilakukan dengan membandingkan peta Risiko 

dan selera Risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko. 

 

Bagian Keempat 

Penanganan Risiko 

 

Pasal 18 

Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara: 

a. mengidentifikasi akar penyebab dari Risiko terpilih; 

b. menyusun kegiatan pengendalian dengan 

mempertimbangkan akar penyebab Risiko; 
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c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan 

pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan 

pengendalian; 

d. menjadwalkan penanganan Risiko dengan urutan 

waktu berdasarkan peringkat level Risiko; dan 

e. melakukan taksiran terhadap level Risiko setelah 

mempertimbangkan kegiatan pengendalian. 

 

Bagian Kelima 

Pemantauan 

 

Pasal 19 

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(3) huruf d dilakukan secara terus menerus untuk 

memastikan Proses Manajemen Risiko telah terlaksana 

dengan baik. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara: 

a. memastikan penerapan Manajemen Risiko 

terlaksana secara efektif sesuai dengan rencana 

tindak pengendalian dari masing-masing Pemilik 

Risiko; dan 

b. memberikan saran perbaikan sebagai 

penyempurnaan Proses Manajemen Risiko. 

 

Bagian Keenam 

Informasi dan Komunikasi 

 

Pasal 20 

Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 

ayat (3) huruf e dilakukan dengan cara: 

a. rapat berkala; 

b. penggunaan sistem informasi; dan/atau 

c. pelaporan berkala. 
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BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 21 

Pedoman penerapan Manajemen Risiko di lingkungan 

Ombudsman tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 September 2022 

 

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

         ttd. 

 

    MOKHAMMAD NAJIH 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 September 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
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